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BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 00.7.2.6/ [l;e/HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN WONOREJO

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

118

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;



10.

1.

12

13

14,

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 entang
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 20
Tahun 2014 tentang Pemermntahan Dacrah,
Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemenntah
Daerah,

Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2021 tentang Peoetapan
Peraturan Pemerintah Penggant: Undang Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjpad: Undang Undang,
Pernturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 entang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalan  dan
Evaluasi Pelaknanaan Rencana Pembangunan Dasrah
Peraturan Pemernintah Nomaor I8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomaor 72 Tahun 20159,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintal
Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daecrah,

Peraturan Presiden Nomaor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang:
undangan scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang:
Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Grewk -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoano - Lamongan,
Kawasan  Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan,

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional,

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasonal,
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daecrah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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Menectapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
digunakan sebagai pedoman oleh Kecamatan Wonorejo dalam
menyusun RKA Perubahan Kecamatan Wonorejo.

KETIGA : Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
padatanggal 14 — @ - 2024.
i Pj. BUPATI PASURUAN,
TEMBUSAN : ANDRIYANTO
Yth. Inspektur Daerah Kabupaten

Pasuruan.

Kepala BPKPD Kabupaten

Pasuruan.

Kepala Bappelitbangda Kab.

31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 174 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024,

MEMUTUSKAN :

Pasuruan.




BABI
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Wonorejo merupakan

dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-

Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Wonorejo pada

dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu

yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan
OPD. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Wonorejo Berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan
Rencana Kerja (P- Renja) Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 perlu dilakukan
perubahan seiring dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Pasuruan (P-RKPD) Tahun 2024.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Perubahan Rencana Kerja (P- Renja)
Kecamatan Wonorejo mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani
antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka menengah (P-RPJMD) daerah dan P-Renstra OPD yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja OPD
disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu,

partisipatif dan demokratis.



Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan
(RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Pasuruan.

Bagan alur kedudukan Renja dapat dilihat pada gambar 1.1. berikutini :

RT.RW RPIJMD
l Mempedomi l T Mengacu
DOKUMEN RENSTRAKEC.
PERENCANAAN RKPD
LAIN —»  WONOREJO —>
RENJA TAMUITIT h
RENTA TR ’ RENJA tahun 1 RENJA tahun 1V | RENJA tahun V

1.1 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945 tentang Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaandan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20t4 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-
Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republikindonesia Tahun

2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentangPerubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);



21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah;

24. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah

25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana PembangunanDaerah
(RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024 Nomor 12 );

26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis tahun 2024 - 2026



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Wonorejo
Tahun 2024 adalah Penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan Progam,
Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan tentang
Perubahan RKPD Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan

Wonorejo adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (Penambahan atau pengurangan);
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P)

perubahan Kecamatan Wonorejo;

3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada P-RKPD

Kabupaten Pasuruan.

1.3 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Wonorejo disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
1.3.1 BAB 1 PENDAHULUAN
1.3.1.1 Latar Belakang
1.3.1.2 Landasan Hukum
1.3.1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1.4 Sistematika Penulisan

1.3.2 BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
1.3.2.1 Evaluasi RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
1.3.2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.3.3 BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH
1.3.3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1.3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1.3.4 BAB IV PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024 Sampai

Bulan April 2024

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Wonorejo.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun

dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas

merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban

yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja

Perubahan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ini menyajikan hasil aevaluasi

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran telah diraih atau

dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan sampai dengan

Tribulan I dan sampai bulan April tahun 2024, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1

berikut : (Terlampir)

Evaluasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Anggaran belanja / pengeluaran Kantor Kecamatan Wonorejo setelah

perubahan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 3.211.992.592,- darijumlah

tersebut, hingga Tribulan 11l sampai bulan Agustus Tahun 2024 dapat terealisasi

sebesar Rp. 1.620.012.585,- atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp.

1.601.980.007,- dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatanKantor

Kecamatan Wonorejo dapat diuraikan sebagai berikut :

Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan tahun 2024 adalah

sebagai berikut:



KODE

URAIA N

TAHUN
2024

ANGGARAN

REALISASI

%

PENDAPATAN

1.1.

PENDAPATAN ASLIDAERAH

0,00

0,00

1.1.4.

Lain-lain PAD yang sah

0,00

0,00

1.1.4.02

Jasa Giro Pemegang Kas

0,00

0,00

1.1.4.10

Pendapatan dari pengembalian
kelebihan pembayaran Barang /
Jasa

0,00

0,00

BELANJA DAERAH

Kegiatan: Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

3003400

Kegiatan : Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

2,649,971,790

1,514,295,084

52,7

Kegiatan: Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

3,000,000

Kegiatan : Administrasi
umum Perangkat Daerah

126,373,500

9,602,000

13,50

Kegiatan : penyediaan jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

49,999,392

18,799,760

Kegiatan : Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

42,002,210

Kegiatan : Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

176,242,300

64,817,741

Kegiatan : Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

10000000

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

10000000

0

Kegiatan : Koordinasi upaya
penyelengaraan ketentraman
dan Ketertiban

106,400,000

12,498,000

Kegiatan : Koordinasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

35000000

Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi,
dan koordinasipembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa

10,000,000

SURPLUS/(DEFISIT)

(Rp.3.211.992.592)

(Rp.1,620,012,585 )

50,30




Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Wonorejo sampai dengan
triwulan Dua tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA)
dan Rencana Spptrategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan
selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan- hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai

berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan;

2.Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan
pembangunan daerah;

3.Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap
program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program
menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;

5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi
kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan

program/kegiatan.

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya
dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,
kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;

2. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;

3. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan
dengan optimal;

4. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan
efisiensi.

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Wonorejo dalam
rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan
meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan

sarana prasarana wilayah.



3.Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang
lebih luas dalam hal kebijakan- kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah
kebijakan :

1. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka
menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan
melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi
dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Wonorejo Kabupaten
Pasuruan;

2. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang

lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.1.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :
1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
1. Sekretaris
2. Subag Umum dan Kepegawaian

3. Subag Penyusunan Program dan Keuangan

3. Unsur pelaksana, yaitu :
1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap

keberadaan Kantor Kecamatan Wonorejo.



Struktur Organisasi dan Tata Kerja

CAMAT
DIDIK SURIYANTO, S.Pd, M.Pd

SEKRETARIS
AHMAD MUZAYYIN, SE

SUBAG UMUM dan SUBAG
KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN PROGRAM dan
M UMAR SETTAWAN,SHI KEUANGAN
| APRIENI EKO SULISTYAWATI, SE,MM
STAF .
STAF
- NASIR - GOFUR
- DWTI ANING |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN & TRANTIB PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN &
PELAYANAN - SAIFUL BACHRI,SE MASYARAKAT SOSIAL
DEVI IKA IRAWATI, SE,;MM ENDANG WODORETNNO, S.kom,MM Dra. BIBIT M, MM
STAF STAF STAF STAF-
- MUCHSIN - DIANA WAHYU L, SH - HALIMAH SADEYAH
- NOVI SULISTYOWATI

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan yang akan
dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan

dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belumdapat
dilaksanakan Pemerintahan Desa.
OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmenmemberikan

pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan



bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan
pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan
Wonorejo yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran
stratejiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wonorejo dapat dilihat dari beberapa

indikator kinerja :

+ Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

+ Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

+ Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

+ Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Wonorejo meliputi analisis
lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan
kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun
eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnyaakan
berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan
faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

- Adanya sarana dan prasarana
Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan
instansi teknis lainnya

- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi

- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan



2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2019- 2024)

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik danakuntabilitas
pemerintahan

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas
prasarana wilayah dan pelayanan publik

- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan
kecamatan

- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

- Diklat peningkatan kualitas aparatur

- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusipemerintahan

- Praktek - praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat

- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban

yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas
3. Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wonorejo

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun

berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel e. 81 berikut : (Terlampir)



2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung
berhubungan dengan desa/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang
dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan
pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum
diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang
memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “ Kabupaten Kecil “ yang perlu
ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.
Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukananggaran
sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan
kewenangan yang diterima dari Bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi
maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun
di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan tapi
pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan
pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan dilapangan yang mendapat

penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan ( Camat ).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi kondisi SDM aparatur dan
sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan
mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
lain yang melaksanakan kegiatan diwilayah Kecamatan Wonorejo juga pelayanan
administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonorejo

bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati
Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan
segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada
asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki
posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensiyang ada,

baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non



pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih

besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan
infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh
memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan
harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat; Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di
Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan public, maka
harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada
masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya
dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang
berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan
Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan
masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada
akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan
tugas danfungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting,
maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan
secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan

sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;



BAB.III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada
dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana
secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam
rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar
penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan
sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan
Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Wonorejo sedapat mungkin selaras dengan kebijakan
Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan
(umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
Kecamatan Wonorejo adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional ;

2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;

3. Menyusun tata laksana Kecamatan ;

4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ;

5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset ;

6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada ;

7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata

8. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas

melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.



Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

1 2

Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKU

Nilai

96

98

98

SASARAN

1 Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Nilai Indeks Penyelenggaraan Kecamatan

100

100

100]

Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)Perangkat
Daerah

IKU

Nilai SAKIP Kecamatan

72,90

73

73




3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-

tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu
organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program
untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.
Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

KODE URAIAN
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/ KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7.01.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

7.01.01.2.02.02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

7.01.01.2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Bahan Bacaan dan perundangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya




7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7.01.03.2.01.03

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

7.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

7.01.05.2.01 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa

7.01.05.2.01.01 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan

aset desa

Adapun implementasi Rencana program / kegiatan Tahun Anggaran 2024
sebagaimana pada tabel 3.2 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
OPD/Kecamatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2024) berikut :

Merujuk pada PP No. 12 / 2019 dan Permendagri 90 / 2019 yang mengamanahkan
bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut

kodefikasi nomenklatur sesudah Permendagri 90/2019 .



TABEL3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

PRIORITAS TARGETINDIKATOR
PEMBANGUNAN PROYEK PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB PEMETAAN BERDASARKANSIPD PAGU ANGGARAN KINERJA
NO STRATEGIS IVRKPD TAHUN2024 TAHUN 2024
DAERAH
PERUBAHAN
AWAL PERUBAHAN AWAL
PENINGKATAN TATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3,050,592,592
KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH 2,986,755,192
1 [PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
YANG EFEKTIF,
I'EFISIEN DAN Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan 3,003,400
. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 100 % 100 %
JAKUNTABEL
2 (PENINGKATAN -
PELAYANAN PUBLIK
EQE;L\II_IOVASI Koordinasi dan Penyusunan Laporan Koordinasi dan Penyusunan 3,003,400 12 Dokumen 12 Dokumen
3 Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan -
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan 2,649,971,790 2 649 971.790 100 % 100 %
Daerah Perangkat Daerah o
4
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji danTunjangan ASN 2,035,952,790 2,035,952,790 44 44
5 orang/bulan orang/bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 576.039.000 576,039,000 12 Dokumen 12 Dokumen
6 Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN RN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan 12 12
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37,980,000 37,980,000 dokumen dokumen
7
Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah Administrasi Kepegawaian 3,000,000 | 3000000
3 Perangkat Daerah T 100% 100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Monitoring, Evaluasi, dan 3,000,000 3,000,000 100 100
9 Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
- . ini i 90,801,500
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 126,373,500 100% 100%

10

Daerah




Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Peralatan dan 20,202,900 | 20,202,900 30 pak 30 pak
11 Kantor Perlengkapan Kantor paket paket
. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik 4/680,000 5,400,000 30 paket 30 paket
Kantor
13 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan Barang Cetakan Dan 2,500,000 | 2,500,000 30 paket 30 paket
Penggandaan Penggandaan
14 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,807,000 | 1 807,000 12 dok 12 dok
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 91,183,600 | 59,891,600 12 12
15 Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD laporan aporan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Dukungan Pelaksanaan Sistem 6.000.000 | 1,000,000 12
16 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Elektronik e laporan 12 laporan
SKPD pada SKPD P
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang 49,999,392 | 49,999,392 100% 100%
17 Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah ° °
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Komunikasi, 49,999,392 | 49,999,392 12 bul 12 bul
18 Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik uian uian
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah 42,002,210 | 76690210
19 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100% 100%
Daerah
Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 14,912,000 | g 600,000
T 2 paket 2 paket
20
. . . 17,090,210
o Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin 27,090,210 2 paket 2 paket
Lainnya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang . » 166.292 300
Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik 176,242,300 bk 100% 100%
Daerah Penunjang Urusan
22 Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 107,454,100 | 101.104.100 7 unit 7 unit
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak e
23 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Perorangan Dinas
Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan
o Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan 9,993,200 | 6,393,200 12 unit 12 unit
Lainnya Mesin Lainnya
58,795,000
) I 1132, 58,795,000 ) )
Pemellharaan/RehablIltas_l Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 unit 1 unit
25 Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya




PROGRAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN 10,000,000 | 10 000,000 100 % 100 %
26 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN SR
PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 10,000,000
27 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 10,000,000 . .
Kecamatan 100 % 100 %
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan S 10,000,000 | 10 000,000 1 1 Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan T Laporan
28 dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pelaksanaan Kegiatan
Vertikal Terkait Pemerintahan dengan Perangkat
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN 10,000,000 | 10,000,000
MASYARAKAT DESA DAN MASYARAKAT DESA DAN
29 KELURAHAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 10,000,000 | 10,000,000
30 Desa Desa
31 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi 10,000,000 {10,000,000
Forum Musyawarah Perencanaan Masyarakat dalam Forum
Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
106,400,000
PROGRAM KOORDINASI PROGRAM KOORDINASI SULULE
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KETENTRAMAN DAN
32 UMUM KETERTIBAN UMUM
dinasi | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 106.400.000 40,104,000
Koordinasi Upaya Penye_enggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum ! ! 100% 100%
33 Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara . . .
34
Republik Indonesia, Tentara Nasional Slnergll_tlflsl ddengan K(;poltlswnNNegaral 100,000,000 | 33,704,000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Epublik Indonesia, Tentara Nasiona 12 12 laporan
Kecamatan Indonesia daninstansi Vertikal di laporan
Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan 6,400,000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 6,400,000 12 12 laporan
A dan Tokoh M Kat Tokoh Agama dan Tokoh /400, p
35 gama dan [ oko asyarakal Masyarakat |ap0ran
PROGRAM PENYELENGGARAAN 35,000,000 11,850,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN SIE),
36 Dokumen ini telah ditandatangani secar BleMiRKNAAGAdIbitdd Wleh Balai Se tifikasi Elektronik (




Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan

Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pemerintahan Umum Sesuai 35,000,000 | 11,850,000 100% 100%
37 Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan .
Ketahanan Nasional dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan
38 Memantapkan Pengamalan Pancasila, dan Ketahanan Nasional dalam
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara | rangka Memantapkan Pengamalan 35,000,000 | 11,850,000
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Undang Dasar Negara Republik 100% 100%
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ikaserta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN DAN EESSE@%;ENME:EN@?FT”\??EHAN 10,000,000 | 10,000,000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
39 [B] SSYAN
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Fasilitasi, Rekomendasi dan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Koordinasi Pembinaan dan 10,000,000 | 10,000,000 100% 100%
40 Desa Pengawasan Pemerintahan Desa
I - . ) L - . 12 Dokumel 12 Dokumen
Fasilitasi Administrasi Tata PemerintahanDesa | Fasilitasi Administrasi Tata 10,000,000 | 10,000,000

41

Pemerintahan Desa
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KABUPATEN : PASURUAN

Tabel
3.3

Tabel Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH :
KECAMATANWONOREJO
RENJA DPA 2024 P- RENJA }‘AMBAH
URUSAN/ 2024 2024
N BIDANG S‘élgB (KURANG P‘;[liA
0 | URUSAN/UN DANA ) A
SUR
PROGRAM/ INDIKATO PROGRAM/ INDIKATO
KEGIATAN/ RKINERjA  TARG  PAG URLEE ) Ll KEGIATAN/ RKINERjA  1ARG  PAG R
ET U ET U ET U ET U
SUB (SATUAN) K RP K RP SUB (SATUAN) K RP K RP
KEGIATAN KEGIATAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN

Urusan : Bidang
Kecamatan PEMERINTAHAN
DAERAH

KABUPATEN/KOT

A

Perencanaan,
Penganggaran,
danEvaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Unsur :
Kewilayahan

Persentase
dokumen/laporan
administrasi PD
yang baik/sesuai
regulasi

Persentase
laporan
Perencanaan
yangsesuai
dengan ketentuan
dan dapat
dipertanggungjaw
a

3,003,400

100 %

3,050,592,592

3,003,400

3,050,592,592

100 %

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOT

Perencanaan,
Penganggaran,
danEvaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase
dokumen/laporan
administrasi PD
yang baik/sesuai
regulasi

Persentase
laporan
Perencanaan
yangsesuai
dengan ketentuan
dan dapat
dipertanggungjaw
a

2,986,755,192

100 % 0

(63,837,400)

DAU 100 %

(3,003,400)

0

Efiensi
Anggar

Efiensi
Anggar



Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang | 44 203580 | 44 %485>7°4| Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang | 44 2'035'975920 44
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan | orang/bul orang/bul ' Tunjangan ASN Menerima Gaji dan | orang/bul DAU orang/bul
Tunjangan ASN an an Tunjangan ASN an an -
Penyediaan Jumlah Dokumen 12 576,039,0 | 12 ST USYH | Penyediaan Jumlah Dokumen 12 576,039,00 12
Administrasi Hasil Penyediaan dokumen | 00 dokumen Administrasi Hasil Penyediaan dokumen 0 dokumen
Pelaksanaan Tugas Administrasi Pelaksanaan Tugas Administrasi DAU
ASN Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas -
ASN ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 37,980,00 | 12 37.980.00 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 37.980.00 12
Penatausahaan dan Penatausahaan dokumen 0 | dokumen 0 RS Penatausahaan dan Penatausahaan dokumen B 0 dokumen
Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi dan DAU -
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Administrasi Terlaksananya 3,000,000 3,000,000| Administrasi Terlaksananya 3.000.000
Kepegawaian admins Kepegawaian admins SR
Perangkat Daerah kepegawaian 100% 100% Perangkat Daerah kepegawaian 100% DAU 100% -
dengan baik dengan baik
Persentase 3,000,000 3,000,000 Persentase 3,000,000
pemenuhan Monitoring, Evaluasi, | pemenuhan
dokumen 100 100 dan Pen_ilaian Kinerja | dokumen 100 DAU 100
Monitoring, Evaluasi, | kepegawaian yang Pegawai kepegawaian yang -
dan Penilaian Kinerja | sesuai ketentuan sesuai ketentuan
Pegawai
Persentase 126373 126,373,5 Persentase 90,801,50
Administrasi Umum pemenuhan 100% 100% 00 Administrasi Umum pemenuhan 100% 0 | DAU 100% Efiensi
Perangkat Daerah administrasi umum Perangkat Daerah administrasi umum (35,572,000 | Anggaran
)
Tersedianya 20,202,900 20,202,90 Tersedianya 20.202.90
Penyediaan Peralatan dan 0 Penyediaan Peralatan dan SRS
Peralatan dan Perlengkapan 30 paket 30 paket Peralatan dan Perlengkapan 30 paket DAU 30 paket -
Perlengkapan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor Kantor
Ters_e(_jianya Bahan 4,680,000 4,680,000 Ter;edianya Bahan 5.400,000 Pergeseran
Logistik Kantor Logistik Kantor karena
30 paket 30 paket 30 paket DAU 30 paket
Penyediaan Bahan P P Penyediaan Bahan P P 720,000 Ié(ie;(;;a;(?;r;
Logistik Kantor Logistik Kantor
Tersedianya 2,500,000 2,500,000 Tersedianya 2,500,000
Barang Cetakan Barang Cetakan
Penyediaan Barang dan Penggandaan 30 paket 30 paket Penyediaan Barang dan Penggandaan 30 paket DAU 30 paket
Cetakan Dan Cetakan Dan .
Penggandaan Penggandaan
Tersedianya Bahan 1,807,000 Tersedianya 1.807.000
Bacaan dan 1.807.000 fasilitasi kunjungan B
o . Peraturan 12 dok 12 dok ! ! o . tamu 12 dok DAU 12 dok -
'Ilz'zfn"SaSI Kunjungan Perundang- _Ilz_e;fnllgam Kunjungan
undangan
Terlaksananya 91,183,60 Terlaksananya
Penyelenggaraan Penyl Rapat 12 0 12 81’183’60 Penyelenggaraan Penyl Rapat 12 59’891’68 12 Efiensi
Rapat Koordinasi dan | Koordinasi dan laporan laporan Rapat Koordinasidan | Koordinasi dan laporan DAU laporan (31,292,000) | Anggaran

Konsultasi SKPD

Konsultasi SKPD

Konsultasi SKPD

Konsultasi SKPD




Terlaksananya 6,000,000 6,000,000 Terlaksananya Pergeseran
Dukungan sistem Dukungan sistem 1,000,000 karena
Pelaksanaan Sistem | pemerintahan 12 12 Pelaksanaan Sistem | pemerintahan 12 DAU 12 5000.000) | kelebihan
Pemerintahan berbasis elektronik laporan laporan Pemerintahan berbasis elektronik laporan laporan (5,000,000) anggaran s
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik kegiatan
pada SKPD pada SKPD tersebut
Terpenuhinya 49,999,392 Terpenuhinya
Penyediaan Jasa penunjang urusan Penyediaan Jasa penunjang urusan 49,999,392
Penunjang Urusan kantor Penunjang 4 2 | Penunjang Urusan kantor Penunjang
Pemen!intghan Urusan Pemerintah | 100% v e Peme:intaglhan Urusan Pemerintah | 100% DAU 100% _
Daerah Daerah Daerah Daerah
. Tersedianya Jasa 49,999,392 49,999,392 _ Tersedianya Jasa 49,999,392
Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi,
Komunikasi, Sumber Sumber Daya Air 12 bulan 12 bulan Komunikasi, Sumber Sumber Daya Air 12 bulan DAU 12 bulan
Daya Air dan Listrik dan Listrik Daya Air dan Listrik dan Listrik .
Pengadaan Barang Terlaksananya 42,002,210 42,002,210 Pengadaan Barang Terlaksananya 26,690,210
Milik Daerah pengadaan BMD Milik Daerah pengadaan BMD Efiensi
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100% 100% Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100% DAU 100% (15,312,000) | Anggaran
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah o
Tersedianya Mebel 14,912,000 Tersedianya Mebel Efiensi
Pengadaan Mebel Y 2 paket 2 paket 14,912,000 Pengadaan Mebel y 2 paket 9,600,000 | DAU 2 paket (5,312,000) Anggaran
Tersedianya 27,090,210 Tersedianya
Peralatan dan 27,090,210 Peralatan dan 17,090,210 Efiensi
Pengadaan Peralatan | Mesin Lainnya 2 paket 2 paket Pengadaan Peralatan | Mesin Lainnya 2 paket DAU 2 paket (10,000,000) | Anggaran

dan Mesin Lainnya

dan Mesin Lainnya




PROGRAM
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK

Persentase
Dokumen Non
Perijinan yang
Diselesaikan Tepat
W aktu

10,000,00
0

10,000,00
0

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK

Persentase
Dokumen Non
Perijinan yang
Diselesaikan Tepat
W aktu

10,000,00

Pemeliharaan Baran Tersedianya BMD 176,242 3 pemeliharaan Baran Tersedianya BMD
M?IikeDaZra:;I arang yang dapat oy 176,242,30 M?IikeDaaera; arang yang dapat 166,292,30 fiensi
Penuni dioperasionalkan 100% 100% 0 ] dioperasionalkan 100% 0| DAU 100% Efiensi
jang Urusan dalam kondisi Baik Penunjang Urusan lam kondisi Baik (9,950,000) | Anggaran
Pemerintahan am kondisi Baik. Pemerintahan dalam kondisi Baik.
Daerah Daerah
Tersedianya Jasa 107,454,1 Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 00 107,454,1| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 101,104,10
Pemeliharaan, Biaya Biaya 00 Pemeliharaan, Biaya Biaya 0
Pemeliharaan, dan Pemeliharaan dan 7 unit 7 unit Pemeliharaan, dan Pemeliharaan dan 7 unit DAU 7 unit Efiensi
Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan (6,350,000) | Anggaran
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Perorangan Dinas Perorangan Dinas
atau Kendaraan atau Kendaraan atau Kendaraan atau Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Terlaksananya 9,993,200 9.993.200 Terlaksananya 6.393.200
) Pemeliharaan ' ’ . Pemeliharaan ' ' Efiensi
Pemeliharaan Peralatan dan 12 unit 12 unit Pemeliharaan Peralatan dan 12 unit DAU 12 unit (3,600,000) | Anggaran
Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin | \esin Lainnya
Lainnya Lainnya
Terlaksananya 58,795,00 Terlaksananya
Pemeliharaan/ Pmlhraan / 0 58,795,00 Pemeliharaan/ Pmlhraan /
Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi 1 unit 1 unit 0 Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi 1 unit DAU 1 unit R
Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan
Lainnya Bangunan Lainnya Lainnya Bangunan Lainnya 587
95,000

Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait

Meningkatnya
Partisipasi

Masyarakat Desa/
Kelurahan

10,000,00
0

10,000,000

Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait

Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat Desa/
Kelurahan

10,000,00
(0]

Koordinasi Jumlah laporan Koordinasi Jumlah laporan ) 0
Penyelenggaraan penyelenggaraan Penyelenggaraan penyelenggaraan
Kegiatan kegiatan 100 % 10,000.00 | 100 % 10,000,00( Kegiatan kegiatan 100 % DAU 100 %
Pemerintahan di pemrintahn yang 0 0 Pemerintahan di pemrintahn yang )
Tingkat Kecamatan telah ditindaklanjuti Tingkat Kecamatan telah ditindaklanjuti

Terlaksananya Terlaksananya
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/ Sinergi 10,000,00| Koordinasi/Sinergi Koordinasi/ Sinergi
Perencanaan dan Perencanaan dan 0 Perencanaan dan Perencanaan dan 10,000,00
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan 0
Kegiatan Kegiatan 1 1 Kegiatan Kegiatan 1 DAU 1 Laporan
Pemerintahan Pemerintahan Laporan 10.000.00 Laporan Pemerintahan Pemerintahan Laporan -
dengan Perangkat dengan Perangkat B 0 dengan Perangkat dengan Perangkat




Koordinasi Kegiatan

Meningkatnya

10,000,00

Koordinasi Kegiatan

Meningkatnya

Koordinasi Koordinasi 10,000,00
100 % 100 % 100 % A DAU 100 % -

Pemberdayaan Desa Pemberdayaan 0 (1)8,000.0 0 0 Pemberdayaan Desa Pemberdayaan 0 0 0

Desa Desa
Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Meningkatnya
Partisipasi Partisipasi Partisipasi Partisipasi
Masyarakat dalam Masyarakat dalam 10 10 30,000,00 Masyarakat dalam Masyarakat dalam 10 10.000.00 DAU 10
Forum Musyawarah Forum Musyawarah | |embaga Lembaga Forum Musyawarah Forum Musyawarah | _embaga e 0 Lembaga | -
Perencanaan Perencanaan 10,000,0 Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di Pembangunan di 00 Pembangunan di Pembangunan di

Desa

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM

Desa

Meningkatnya
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

100 %

106,400,0
00

106,400,00
0

Desa

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM

Desa

Meningkatnya
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

40,104,00
(0]

(66,296,000
)

Efiensi
Anggaran

Koordinasi Upaya Terselenggaranya Koordinasi Upaya Terselenggaranya 40,104,00
Penyelenggaraan Koordinasi 100% 100% 106,400,00| Penyelenggaraan Koordinasi 100% 0 | DAU 100% Efiensi
Ketenteraman dan Ketentraman dan 106,400,0 0| Ketenteraman dan Ketentraman dan (66,296,000 | Anggaran
Ketertiban Umum Ketertiban Umum 00 Ketertiban Umum Ketertiban Umum )
Sinergitas dengan Terlaksananya Sinergitas dengan Terlaksananya
Kepolisian Negara Sinergitas dengan Kepolisian Negara Sinergitas dengan
Republik Indonesia, Kepolisian Negara 12 12 Republik Indonesia, Kepolisian Negara 12 12 Efiensi
Tentara Nasional Republik Indonesia, | laporan laporan Tentara Nasional Republik Indonesia, | laporan 33,704,00 | DAU laporan 66.296.000 Anggaran
Indonesia dan TNI dan Instansi 100,000,0 100,000,00| Indonesia dan TNI dan Instansi 0 (66,296,
Instansi Vertikal di Vertikal di Wilayah 00 0| Instansi Vertikal di Vertikal di Wilayah )
Wilayah Kecamatan Kecamatan Wilayah Kecamatan Kecamatan
Harmonisasi Terlaksananya Harmonisasi Terlaksananya
Hubungan dengan Harmonisasi Hubungan dengan Harmonisasi
Tokoh Agama dan Hubungan dengan 12 12 Tokoh Agama dan Hubungan dengan 12 12
Tokoh Masyarakat Tokoh Agamadan | laporan 6.400.00| 'aporan Tokoh Masyarakat Tokoh Agamadan | laporan | 6,400,000 | DAU laporan -
Tokoh Masyarakat 0’ ’ 6,400,000, Tokoh Masyarakat

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah

Meningkatkan
kerukunan
masyarakat

Terselenggaranya
Tugas
Pemerintahan
Umum

100%

35,000,0

100%

35,000,00

35,000,00

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N URUSAN
PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah

Meningkatkan
kerukunan
masyarakat

Terselenggaranya
Tugas
Pemerintahan
Umum

100%

11,850,00
(0]

11,850,00
0

DAU

100%

(23,150,000
)

(23,150,000
)

Efiensi
Anggaran

Efiensi
Anggaran




Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Terlaksananya
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan UUD
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal lka serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republikindonesia

Meningkatnya
TataKelola

Pemerintahan
Desa

100%

35,000,000

10,000,000

100%

35,000,000

10,000,000

Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Terlaksananya
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan UUD
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republikindonesia

Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan
Desa

100%

11,850,000

10,000,00
0

DAU

DAU

100%

(23,150,000)

Efiensi
Anggaran

Fasilitasi, Terselenggaranya Fasilitasi, Terselenggaranya

Rekomendasi dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi,

Koordinasi Rekomendasi dan 100% 100% Koordinasi Rekomendasi dan 100% DAU 100%

Pembinaan dan Koord. Pembinaan 10,000,0 10,000,00 | Pembinaan dan Koord. Pembinaan -

Pengawasan dan Pengawasan 00 0 | Pengawasan dan Pengawasan 10,000,00

Pemerintahan Desa pemerintah Desa Pemerintahan Desa pemerintah Desa 0

S . . Terlaksananya S - . Terlaksananya

Fasilitasi Administrasi Fasilitasi 12 12 10,000,00 | Fasilitasi Administrasi Fasilitasi 12 10.000.00 12

Tata Pemerintahan - . Dokumen 10,000,0[ Dokumen 0 | Tata Pemerintahan S . Dokumen ey DAU Dokumen | -
Administrasi Tata ! ! Administrasi Tata 0

Desa Pemerintahan Desa 00 Desa Pemerintahan Desa

TOTAL 3,221,992,502 992,59 83,400




FORM 2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU

PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PASURUAN
PERANGKAT
DAERAH : WONOREJO
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) ALASAN PERANGK
PROGRAMK{MI:K,’;T; SRpgSES / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB TARGET PAGU (Rp) PERUBAHA AT
KEGIATAN N DAERAH
ripp | PENIABAR | KD nipp | PENIABAR | NP
SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI 2024 AN APBD PERUBAH SATUAN 2024 AN APBD PERUBAH
2024 2024
AN AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HAOIEIRALY HAOIEIRALY Persentase Persentase
Urusan : BE%EQ&ANG SE%EQ&ANG dokumen/laporan dokumen/laporan Efiensi KECAMATAN
ildang t PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN angmblzitll;/ass(laspuDai agrr?mtjzitlr(?;;gi 100 % 3,050,592,52 3,050,592,552) 2,986,755é; Anggaran WONOREJO
S DAERAH DAERAH ?e l?l asi ?le t?lasi
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA '¢9 9
Unsur : Perencanaan, Perencanaan, Persentase Persentase
Kewilayah | Penganggaran, dan | Penganggaran,dan | laporan laporan 3,003,400 3,003,400
an Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perencanaan yang | Perencanaan yang
Perangkat Daerah Perangkat Daerah sesuai dengan sesuai dengan .
ketentuan dan ketentuan dan 100 % 100 % 100 % 100 % Efiensi KECAMATAN
dapat dapat Anggaran WONOREJO
dipertanggungjawa | dipertanggungjawa
bkan bkan
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 12 12 Dokumen 12 12
Penyusunan Penyusunan Hasil produk Hasil produk Dokumen Dokumen Dokumen 3,003,400
Laporan Capaian Laporan Capaian Perencanaan Perencanaan Efiensi KECAMATAN
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Anggaran WONOREJO
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
SKPD SKPD 3,003,400 -
Administrasi Administrasi Persentase Persentase 100 % 100 % 100 % 100 %
Keuangan Keuangan laporan keuangan laporan keuangan 2,649,971,7 | 2,649,971,79
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang sesuai yang sesuai 90 0
dengan ketentuan dengan ketentuan
dangdapat dangdapat ‘I;%%%lggglv
dipertanggungjawa | dipertanggungjawa
bkan bkan
2,649,971,7
90




Penyediaan Gaji dan | Penyediaan Gajidan | Jumlah Orang Jumlah Orang 44 44 44 44
Tunjangan ASN Tunjangan ASN yang Menerima yang Menerima orang/bul | orang/bulan orang/bulan | orang/bul | 2,035,952,7 KECAMATAN
Gaji dan Gaji dan an an 90 | 2,035,952,79 | 2,035,952,7 WONOREJO
Tunjangan ASN Tunjangan ASN 0 90
Penyediaan Penyediaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 12 12 dokumen 12 dokumen | 12
Administrasi Administrasi Hasil Penyediaan Hasil Penyediaan dokumen dokumen 576,039,00
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Administrasi Administrasi 0 KECAMATAN
ASN ASN Pelaksanaan Pelaksanaan WONOREJO
Tugas ASN Tugas ASN 576,039,00
576,039,000 0
Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 12 12 dokumen 12 dokumen | 12
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penatausahaan Penatausahaan dokumen dokumen 37,980,000
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi dan dan KECAMATAN
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pengujian/Verifikas | Pengujian/Verifikas WONOREJO
i Keuangan SKPD i Keuangan SKPD
37,980,000 | 37,980,000
Administrasi Administrasi Terlaksananya Terlaksananya
Kepegawaian Kepegawaian admins admins 3,000,000 3,000,000 KECAMATAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah kepegawaian kepegawaian 100% 100% 100% 100% WONOREJO
dengan baik dengan baik
3,000,000
Persentase Persentase
pemenuhan pemenuhan 3,000,000
dokumen dokumen KECAMATAN
Monitoring, Evaluasi, | Monitoring, Evaluasi, | kepegawaian yang | kepegawaian yang 100 100 100 100 WONOREJO
dan Penilaian dan Penilaian sesuai ketentuan sesuai ketentuan
Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai 3,000,000 3,000,000
Persentase Persentase
Administrasi Umum Administrasi Umum pem.(ar.]uhan. pem.er?uhan. 100% 100% 100% 100% 126,373,50 Efiensi KECAMATAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah administrasi umum | administrasi umum 0 126,373,500 90.801.500 Anggaran WONOREJO
Tersedianya Tersedianya
Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan 20,202,900 KECAMATAN
Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket
WONOREJO
Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor | Kantor Kantor
20,202,900 | 20,202,900
Tersedianya Tersedianya Pergesera
Bahan Logistik Bahan Logistik 4,680,000 n karena
Kantor Kantor 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket kekuranga KECAMATAN
. . ) WONOREJO
Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan n biaya
Logistik Kantor Logistik Kantor 4,680,000 5,400,000 | koran
b di B b di B Tersedianya Tersedianya r
enyediaan Barang enyediaan Barang 2,500,000 KECAMATAN
Cetakan Dan Cetakan Dan 5 iaggn%gikfgan ssgaggnzgikg eTan 30 paket | 30 paket 30 paket 30 paket WONOREJO
Penggandaan Penggandaan 2,500,000 2,500,000
Tersedianya Tersedianya
Bahan Bacaan dan | fasilitasi kunjungan 1,807,000
ﬁ:ﬁjﬁudr:ﬂg_ tamu 12dok | 12 dok 12 dok 12 dok N
Fasilitasi Kunjungan | Fasilitasi Kunjungan | undangan
Tamu Tamu 1,807,000 1,807,000
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Terlaksananya Terlaksananya
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Penyl _Rap_at Penyl _Rap_at 12 12 91,183,600 Efiensi KECAMATAN
dan Konsultasi dan Konsultasi Koordmas_l dan Koordmas.l dan laporan 12 laporan 12 laporan laporan Anggaran WONOREJO
SKPD SKPD Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
91,183,600 | 59,891,600




Terlaksananya Terlaksananya Pergesera
sistem sistem 6,000,000 n karena
Dukungan Dukungan pemerintahan pemerintahan kelebihan
Pelaksanaan Sistem | Pelaksanaan Sistem | berbasis elektronik | berbasis elektronik |12 12 laporan 12 laporan 12 anggaran KECAMATAN
) ) aporan laporan WONOREJO
Pemerintahan Pemerintahan sub
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik kegiatan
pada SKPD pada SKPD 6,000,000 1,000,000 | tersebut
Terpenuhinya Terpenuhinya
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa penunjang urusan penunjang urusan 49,999,392
Penunjang Urusan Penunjang Urusan kantor Penunjang kantor Penunjang KECAMATAN
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Urusan AT AT AT AT 49,999,392 WONOREJO
Daerah Daerah Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah 49,999,392
Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, 49,999,392 KECAMATAN
Komunikasi, Sumber | Komunikasi, Sumber | Sumber Daya Air Sumber Daya Air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan WONOREJO
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik dan Listrik dan Listrik
49,999,392 | 49,999,392
Pengadaan Barang Pengadaan Barang Terlaksananya Terlaksananya
Milik Daerah Milik Daerah pengadaan BMD pengadaan BMD 42,002,210 42,002,210 —
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan | 100% 100% 100% 100% i{q’gg; an ‘I;%%%Nl;%’ﬂglv
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah 26,690,210
Tersedianya Mebel | Tersedianya Mebel L
Y Y 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 14,912,000 Eflen& ‘I;%%%Nl;%ﬁglv
Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 14,912,000 9,600,000 nggaran
b q b q Tersedianya Tersedianya . KECAMATAN
engadaan engadaan 27,090,210 Efiensi
Peralatan dan Mesin | Peralatan dan Mesin Eﬂirseillnatl_a;ndnz;r; Enirsa;lr?f;ndnayna 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Anggaran WONOREJO
Lainnya Lainnya 27,090,210 17,090,210
Pemeliharaan Pemeliharaan Tersedianya BMD Tersedianya BMD
Barang Milik Daerah | Barang Milik Daerah | yang dapat yang dapat 176,242,30 .
Penunjang Urusan Penunjang Urusan dioperasionalkan dioperasionalkan 100% 100% 100% 100% 0 E\Eenzlran g%%%nﬁ%"l‘]gN
Pemerintahan Pemerintahan dalam kondisi dalam kondisi 166,292,30 99
Daerah Daerah Baik. Baik. 176,242,300 0
Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Pemeliharaan, 107,454,10
Biaya Biaya 0
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan
Pemeliharaan, Biaya | Pemeliharaan, Biaya | Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit Efiensi KECAMATAN
Pemeliharaan, dan Pemeliharaan, dan Perorangan Dinas Perorangan Dinas Anggaran WONOREJO
Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan atau Kendaraan atau Kendaraan
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Dinas Jabatan Dinas Jabatan
atau Kendaraan atau Kendaraan 101,104,10
Dinas Jabatan Dinas Jabatan 107,454,100 0
Terlaksananya Terlaksananya
Pemeliharaan Pemeliharaan 9,993,200 S
Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan dan 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit iggrgilran ‘IR{,%%%IVI;‘;’.I‘J%N
Peralatan dan Mesin | Peralatan dan Mesin | Mesin Lainnya Mesin Lainnya
Lainnya Lainnya 9,993,200 6,393,200
Terlaksananya Terlaksananya
Pmlhraan / Pmlhraan / 58,795,000
Pemeliharaan/Rehab | Pemeliharaan/Rehab | Rehabilitasi Rehabilitasi 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit KECAMATAN
ilitasi Gedung Kantor | ilitasi Gedung Kantor | G€dung Kantor Gedung Kantor WONOREJO
dan Bangunan dan Bangunan dan Bangunan dan Bangunan
Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya 58,795,000 | 58,795,000




PROGRAM PROGRAM Persentase Persentase
PENYELENGGARA PENYELENGGARA Dokumen Non Dokumen Non 10,000,000 10,000,000 10,000,000
AN AN Perijinan yang Perijinan yang KECAMATAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN Diselesaikan Tepat | Diselesaikan Tepat WONOREJO
DAN PELAYANAN DAN PELAYANAN W aktu W aktu
PUBLIK PUBLIK
Jumlah laporan Jumlah laporan
Koordinasi Koordinasi Eenyelenggaraan Een_yelenggaraan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan egiatan egiatan o o 0 0 KECAMATAN
Kegiatan Kegiatan pemrintahn yang pemrintahn yang 100 % 100 % 100 % 100 % 10,000,000 WONOREJO
Pemerintahan di Pemerintahan di telah ditindaklanjuti | telah ditindaklanjuti
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan 10,000,000 | 10,000,000
Terlaksananya Terlaksananya
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi Koordinasi/ Sinergi | Koordinasi/ Sinergi
Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 1 KECAMATAN
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Laporan 1 Laporan 1 Laporan Laporan 10,000,000 WONOREJO
dengan Perangkat dengan Perangkat dengan Perangkat dengan Perangkat
Daerah dan Instansi Daerah dan Instansi Daerah dan Daerah dan
Vertikal Terkait Vertikal Terkait Instansi Vertikal Instansi Vertikal
Terkait Terkait
10,000,000 | 10,000,000
PROERE PROERE Meningkatnya Meningkatnya
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN ingkatny sy
MASYARAKAT MASYARAKAT Partisipasi Partisipasi KECAMATAN
DESA DAN DESA DAN l&/l;iyr/gg;at Desa/ '\K/I;llikrlzr:zl;at Desa/ 10,000,000 10,000,000 WONOREJO
KELURAHAN KELURAHAN 10,000,000
Meningkatnya Meningkatnya
Koordinasi Kegiatan Koordinasi Kegiatan Koordinasi Koordinasi 2 2 2 2 KECAMATAN
Pemberdayaan Desa | Pemberdayaan Desa | Pemberdayaan Pemberdayaan S S ol ol 10,000,000 10,000,000 WONOREJO
Desa Desa 10,000,000
Peningkatan Peningkatan Men_ln_gkaynya Men_ln_gka?nya
Lo Lo Partisipasi Partisipasi
Partisipasi Partisipasi
Masyarakat dalam Masyarakat dalam Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Forum Musyawarah Forum Musyawarah Forum Forum 10 10 Lembaga 10 10 KECAMATAN
M M Musyawarah Musyawarah Lembaga e Lembaga Lembaga 10,000,000 WONOREJO
Perencanaan Perencanaan
. . Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di Pembangunan di . .
Pembangunan di Pembangunan di
Desa Desa D D
esa esa 10,000,000 | 10,000,000
PROGRAM PROGRAM
KOORDINASI KOORDINASI Meningkatnya Meningkatnya .
KETENTRAMAN KETENTRAMAN Ketentraman dan  Ketentraman dan 106,400,00 | o< 00 000 /Efr:e”?ran g%%%lg‘;ﬁgm
DAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum Ketertiban Umum 0 ! ' 99
UMUM UMUM 40,104,000
Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya Terselenggaranya Terselenggaranya
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Koordinasi Koordinasi o o o o Efiensi KECAMATAN
Ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketentraman dan Ketentraman dan o o Hoy Hoy 106’400’08 106,400,000 Anggaran WONOREJO

Ketertiban Umum

Ketertiban Umum

Ketertiban Umum

Ketertiban Umum

40,104,000




Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,

Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,

Terlaksananya
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara

Terlaksananya
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara

) ) Republik Republik 12 12 Efiensi KECAMATAN
Tentara_Nasmnal Tentara_Nasmnal Indonesia, TNI dan | Indonesia, TNI dan | laporan 12 laporan 12 laporan laporan 100,000,00 Anggaran WONOREJO
Indonesia dan Indonesia dan Instansi Vertikal di Instansi Vertikal di 0
Instansi Vertikal di Instansi Vertikal di - ”

Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Wilayah Wilayah
Kecamatan Kecamatan 100,000,000 | 33,704,000
Harmonisasi Harmonisasi TerIaksgnan_ya Terlaksa}nanya
Harmonisasi Harmonisasi
Hubungan dengan Hubungan dengan Hubungan dengan Hubungan dengan 12 12 laporan 12 laporan 12 KECAMATAN
Tokoh Agama dan Tokoh Agama dan Tokoh Agama dan Tokoh Agama dan laporan laporan 6,400,000 WONOREJO
Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
Tokoh Masyarakat | Tokoh Masyarakat 6,400,000 6,400,000
PROGRAM PROGRAM
PENYELENGGARA  PENYELENGGARA Meningkatkan Meningkatkan N
AN URUSAN AN URUSAN kerukunan kerukunan R | emEan if'ens' ‘I:r%%‘;wé‘g‘gn
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN masyarakat masyarakat FO 90, nggaran
UMUM UMUM 11,850,000
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Urusan Urusan Terselenggaranya Terselenggaranya
Pemerintahan Pemerintahan Tugas Tugas Efiensi KECAMATAN
Umum Sesuai Umum Sesuai Pemerintahan Pemerintahan ST ST BT BT 35,000,000 35,000,000 Anggaran WONOREJO
Penugasan Kepala Penugasan Kepala Umum Umum
Daerah Daerah 11,850,000
Pembinaan Pembinaan Terlaksananya Terlaksananya
Wawasan Wawasan Pembinaan Pembinaan
Kebangsaan dan Kebangsaan dan Wawasan Wawasan
Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional Kebangsaan dan Kebangsaan dan
dalam rangka dalam rangka Ketahanan Ketahanan
Memantapkan Memantapkan Nasional dalam Nasional dalam
Pengamalan Pengamalan rangka rangka
Pancasila, Pancasila, Memantapkan Memantapkan
Pelaksanaan Pelaksanaan Pengamalan Pengamalan
Undang-Undang Undang-Undang Pancasila, Pancasila, Efiensi KECAMATAN
Dasar Negara Dasar Negara Pelaksanaan UUD Pelaksanaan UUD 100% 100% 100% 100%
Republik Indonesia Republik Indonesia Negara Republik Negara Republik 85,000,000 85,000,000 11,850,000 | Anggaran WONOREJO
Tahun 1945, Tahun 1945, Indonesia Tahun Indonesia Tahun
Pelestarian Pelestarian 1945, Pelestarian 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal
Ika serta Ika serta Ika serta Ika serta
Pemertahanan dan Pemertahanan dan Pemertahanan dan | Pemertahanan dan
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Keutuhan Negara Keutuhan Negara Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Kesatuan Republik Kesatuan Republik | Kesatuan Republik
Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
FROERAY FROERAY Meningkatnya Tata | Meningkatnya Tata
PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGAWASAN KeIoIa. Kelolal KECAMATAN
Pemerintahan Pemerintahan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 WONOREJO

PEMERINTAHAN
DESA

PEMERINTAHAN
DESA

Desa

Desa




Fasilitasi, Fasilitasi, Terselenggaranya Terselenggaranya
Rekomendasi dan Rekomendasi dan Fasilitasi, Fasilitasi,
Koordinasi Koordinasi Rekomendasi dan Rekomendasi dan KECAMATAN
Pembinaan dan Pembinaan dan Koord. Pembinaan Koord. Pembinaan AL AL A A 10,000,00( 10,000,000 WONOREJO
Pengawasan Pengawasan dan Pengawasan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa pemerintah Desa pemerintah Desa
10,000,000
Terlaksananya Terlaksananya
Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi
Administrasi Tata Administrasi Tata Administrasi Tata Administrasi Tata Dlgkumen 12 Dokumen Dlgkumen Dlgkumen 10.000.000 10.000.000 ‘I;%%%Négggm
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Pemerintahan Pemerintahan ' ! ! !
Desa Desa 10,000,000
KECAMATAN
JUMLAH 3,221,992,592 3,221,992,592 3,068,709,192

WONOREJO




Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Periode Pelaksanaan : Tahun 2024
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

IKU PD: Wonorejo

Target :
lfacatian e Target 1(";11::]5]1 Realisasi Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Capaian
N sz e S P (e Renstra pada Kinerja Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan pap_auan Kmer_].a da}n Kinerja dan Kme_r_]a dan
o Sasaran Kegiatan I R — Tahun 2026 Renstra dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
g / Sgub Ke iatzfn (Akhir Periode fr/a‘i“}f:"f Tahun 2024 Anggaran Anggaran Renja Renstra s/d Renstra Tahun 2024
& Renstra) 1(2023) 1 1I T v Renja 2024 Tahun 2024 (%) Tahun 2024 (%)
5 6 7 8 9 10 11 12 18=12/7x 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 & 4 100%
K Rp K > K Rp K Rp K Rp K Rp K . K Rp K Rp K Rp K Rp
(diisi
sasaran
PD,
sesuaikan
dengan
programnya | 1 Perencanaan, Persentase laporan e | - - ) ) ) ) - o 0.00 0.0 o o
Penganggaran, dan Perencanaan yang T : :
Evaluasi Kinerja Perangkat sesuai dengan 100 10,000,000 100
Daerah ketentuan dan dapat
dipertanggungjawabkan -
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 12 3003400 | - - i i i ] - ® cooy| 00 0 ©
Penyusunan Laporan Hasil produk o ) )
Capaian Kinerja dan Perencanaan 10,000,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 | SKPD
2 Administrasi Keuangan Persentase |aporan 264907179 232 544,662,007 65 960,633,077 57.1 57.14 1,514,295,084 57 57.143819 1514295084.00
Perangkat Daerah keuangan yang sesuai T 0 9 T ) : e || B ! :'514'295'08
dengan ketentuan dan
S 0 2,315,000,03 o
dipertanggungjawabk
an 5
penyediaan Gajl dan Jumlah Orang yang 399,924,571 770159829 i i i 57.4 57.5 1,170,084,400 57. 53.19
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 44 44 2‘035'952'78 gs,o 27,5 7 | 1,170,084,400 5 (1),170,034,40 1,170,084,40
Tunjangan ASN 2,200,000,00 0
0
1
penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen 141,572,436 186813248 57.0 328,385,684 57.0 328,385,684 57. 57.11
Pelaksanaan Tugas Hasil Penyediaan 12 12 | 576039000 24’3 22’4 ) T ! | SRR 328,385,684
ASN Administrasi 575,000,000
Pelaksanaan Tugas
2 ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen 3,165,000 41.6 15,825,000 41.7 15,825,000 41. 39.56
Penatausahaan dan Penatausahaan dan 12 12 37.980.000 33’3 23’3 12,660,000 ) I ’ RPN 15,825,000
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi 40,000,000
Keuangan SKPD Keuangan SKPD o
3
3 Administrasi Kepegawaian Terlaksananya admins 3000000 : - : ) ) ) - @ Gey | @Y 0 0.00
Perangkat Daerah kepegawaian dengan | ;o9 10,000,000 G ” ) :
baik -




Monitoring, Evaluasi,

Persentase
pemenuhan dokumen
kepegawaian yang

‘ 100 10,000,000
dan Penilaian Kinerja sesuai ketentuan
1 | Pegawai
Administrasi Umum Persentase
pemenuhan
Perangkat Daerah administrasi umum 100 | 176000000
Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan dan Perlengkapan 0 25,000,000
1 | Kantor Kantor
Tersedianya  Bahan
Logistik Kantor
Penyediaan Bahan 30 25.000,000
2 | Logistik Kantor
. Tersedianya Barang
Eenyfdlagn Barang Cetakan dan
etakan Dan Penggandaan 30 10,000,000
3 | Penggandaan
Tersedianya  Bahan
Bacaan dan Peraturan
Fasilitasi Kunjungan Perundang-undangan | 12 25,000,000
4 | Tamu
Terlaksananya Penyl
Penyelenggaraan Rapat | Rapat Koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 85000000
Konsultasi SKPD
5
Dukungan Pelaksanaan | 1erlaksananya sistem
Sistem Pemerintahan pemerintahan
Berbasis Elektronik pada | Perbasis elektronik 12 6,000,000
6 | SKPD
Terpenuhinya 55000000
Penyediaan Jasa Penunjang penunjang urusan T
Urusan Pemerintahan kantor Penunjang | 149
Daerah Urusan  Pemerintah
Daerah
Tersedianya Jasa 45,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber o
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12
Daya Air dan Listrik
1
Pengadaan Barang Milik Terlaksananya 50,000,000
Daerah Penunjang Urusan pengadaan BMD Y
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan | 100
Pemerintah Daerah
Tersedianya Mebel 15.000.000
1 | Pengadaan Mebel 2 e
Tersedianya Peralatan
- . 25,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2
2 | dan Mesin Lainnya
Tersedianya BMD
184,000,000
yang dapat
Pemeliharaan Barang Milik clieplarana el 100

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

dalam kondisi Baik.

- rr

e rr7r o rrrrr

- : : 00 00 0 0.00
3,000,000 - - - -
100
- - 9,602,000 7.60 9,602,000 76 9602000
126,373,500 - 9,602,000 8 9,602,000
100 5.46
7.60 -
- - 7,352,000 3639 7,352,000 36. 73521
20,202,900 - 36 4 | 7,352,000 352000
30 29.41
36.3
9 7352000
- - 2,250,000 48.08 2,250,000 48, 2250000
4,680,000 - 48 1 | 2,250,000
9.00
30
48.0
8 2,250,000
- - - 0.00 - 00 0
2,500,000 - - - -
30
- - - 0.00 - 00 0
1,807,000 - - - -
12
12,150,000 - 12,150,000 1332 12,150,000 13. 12150000
91,183,600 | 135 - 135 5 | 12,150,000 14.29
0 0
12
- - - 0.00 - 00 0
6,000,000 - - - - -
12
- - 18,799,760 376 18799760 | 37. 37509977 034
49,999,392 - 18,799,760 376 6 | 18799,760 2
100
37.6
o 5
- 18,799,760 376 18799760 37. 31333314 0.42
49,999,392 - 376 6 | 18799,760 3
12
37.6
0 18,799,760
- - - 0.00 000 | 00 0 0.00
42,002,210 - - 5 5
100
- - - 00 000 | 00 0 0.00
2 14,912,000 - - - -
- - - 00 000 | 00 0 0.00
27,090,210 - - - -
2
- 64,817,741 64,817,741 36. 36.77763 035
176,242,300 - 18,877,741 26.0 | 45,940,000 37 37 8 | 64,817,741
7
10.7
100 a




Tersedianya Jasa

3 | Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan

Rehabilitasi  Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

Persentase Dokumen
Non Perijinan yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Jumlah laporan
penyelenggaraan
kegiatan pemrintahn

Penyediaan Jasa ’ c 110,000,000
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pemeliharaan dan
" | paiak kendaraan Petorangon Dinas | 7
Perorangan Dinas atau 9 .
Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan
Terlaksananya
. 25,000,000
2 Pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan | Peralatan dan Mesin | 12
dan Mesin Lainnya Lainnya
Terlaksananya
Pmlhraan / 49,000,000

50,000,000

Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan

Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait

Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat Desa/
Kelurahan

Meningkatnya
Koordinasi

! 1 : 100 | 50,000,000
Kegiatan Pemerintahan di yang telah
Tingkat Kecamatan ditindaklanjuti
Terlaksananya
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/ Sinergi
Perencanaan dan Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan 1
1 25,000,000

50,000,000

Perencanaan
Pembangunan di Desa

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

Perencanaan
Pembangunan di
Desa

Meningkatnya
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Terselenggaranya
Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

100

100 50,000,000
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa
Meningkatnya
Peningkatan Partisipasi Partisipasi
Masyarakat dalam Masyarakat dalam
1 Forum Musyawarah Forum Musyawarah 10 25,000,000

40,000,000

40,000,000

- 17.6 18,877,741 17.6 18,877,741 17. 250.97415 0.17
107,454,100 - 6 | 18877741
7
17.5
7 18,877,741
- 0.0 0.0 0.0 0 0.00
9,993,200 -

12

78.1 45,940,000 78.1 45,940,000 78. 7813.5895 0.94
58,795,000 = 1 45,940,000 9
1
45,940,000

100

10,000,000

10,000,000

100

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0.0

0.0

100

10,000,000

106,400,000

106,400,000

12,498,000

12,498,000

12,498,000

12,498,000

0.0

12498000

12498000

0.0

12,498,000

12,498,000

62.49

12,498,000

12,498,000




Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,

Terlaksananya
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara

dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Meningkatkan
kerukunan
masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Terselenggaranya

40,000,000

Pemeliharaan Keutuhan Negara Pemeliharaan Keutuhan
Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik
Indonesia

PROGRAM PEMBINAAN Meningkatnya Tata
DAN PENGAWASAN Kelola Pemerintahan
PEMERINTAHAN DESA Desa

Terselenggaranya Fasilitasi,

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Rekomendasi dan Koord.

35,000,000

1 Tentara Nasional Republik Indonesia, 12 20,000,000 12 | 100,000,000 - - 12 12,498,000 12,498,000 12,498,000 62.49 12,498,000
Indonesia dan Instansi TNI dan Instansi
Vertikal di Wilayah Vertikal di Wilayah
Kecamatan Kecamatan 12-3 12,498,000
Terlaksananya o0 00
Harmonisasi Hubungan Harmonisasi
2 dengan Tokoh Agama Hubungan dengan 12 20,000,000 12 6,400,000 - : - 0.00 0

45,000,000

10,000,000

Pemerintahan Umum Sesuai Tugas Pemerintahan 100 40,000,000 100 35,000,000 - i B @ A - 0.00 0
Penugasan Kepala Daerah Umum
Terlaksananya Pembinaan 0.0 0.0
Pembinaan Wawasan Wawasan Kebangsaan dan
Kebangsaan dan Ketahanan Ketahanan Nasional dalam
Nasional dalam rangka rangka Memantapkan
Memantapkan Pengamalan Pengamalan Pancasila,
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Pelaksanaan UUD Negara
1 Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun - - = 0.00 0
Indonesia Tahun 1945, 1945, Pelestarian Bhinneka 100 40,000,000 100 35,000,000 - N :
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Tunggal Ika serta
serta Pemertahanan dan Pemertahanan dan

Pembinaan dan Pengawasan A - - - 0.00 0
Pemerintahan Desa Pemblpaan dng:engawasan 100 45,000,000 100 10,000,000 - - - -
I )
1 Fasilitasi Administrasi Tata Xgmr“s;?:;y?afaasnltaﬂ ~ R ~ 00 0.00 00 0
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa 12 20,000,000 12 10,000,000 ~ - - o
JUMLAH ANGGARAN 3,211,992,592 544,662,007 1,029410,578 45,940,000 1,620012,585 | 50.44 | 1,620012,585.00

Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)

Predikat Kinerja PROGRAM

Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)

Predikat Kinerja KEGIATAN

Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)

Predikat Kinerja SUBKEGIATAN

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya :




TABEL 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

TARGET INDIKATOR

PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB
EME BERD PAGU ANGGARAN KINERJA
NO PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN PEM S-Ir:DA 1I\_| AH S N ';(S)QEKAN
DAERAH 2024
AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
A PENINGKATAN TATA gEhOA(éRRmMr;ELVI\LIJIEI)iAEI\é(K;JRUSAN B e 3,050,592,592 90,801,500
KELOLA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
YANG EFEKTIF, EFISIEN,
DAN AKUNTABEL
(PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK DAN
INOVASI DAERAH
1 Administrasi Umum Perangkat Daerah gdmi”:f”ag I e 126,373,500 100% 100%
aera 90,801,500
Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan
2 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 20.202.900 20.202.900 30 paket 30 paket
3 Penyediaan Bahan Logistik 30 paket 30 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor 4,680,000 5,400,000
4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan Barang Cetakan 30 paket 30 paket
Penggandaan Dan Penggandaan 2,500,000 2,500,000
> Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,807,000 1,807,000 12 dok 12 dok
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat
6 d yK g?t . SKPDp Koordinasi dan Konsultasi 12 laporan 12 laporan
an fonsuftasi SKPD 91,183,600 59,891,600
Dukungan Pelaksanaan Sistem Dukungan Pelaksanaan Sistem
7 Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis 12 laporan 12 laporan
pada SKPD Elektronik pada SKPD 6,000,000 1,000,000
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